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PERATURAN BUPATI! PINRANG
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIPIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPAT! PINRANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

I TENTANG

IBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRA NG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Daergh Kabupaten Pinrang Nomor
tentang Pembentukan dan Sy
dalam rangka pelaksanaan tugas telnis operasional pada
Dinas  Pendidilean dag Kebudayaan periy menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit claksana

Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekelah Dasar Neger|
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

14 ayat (4)
& Tahun 2016
sunan Perangkat Daerah dan

- L. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19309 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawes; (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822},
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan

Pcmndang~undangan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomer 82, Tambahan Lembaran Negarz Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undan_g-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

'4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah \Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara . Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Némjor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminisirasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemburan
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemor 6 Tahun
2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

1 Pasal 1

Bm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Supatl adalah Bupati Pinrang.

as adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, .
pala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sekalah adalah Sekolah Dasar.

Kepela Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar,

G ru adalah Jabatan Pungsional pada Sekolah Dasar yang diangkat dan
giberhentikan oleh Bupati Pinrang.

Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Pungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas,

Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
jang merupakan upaya pokek yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN QRCGANISAS]

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
agan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis satuan

sdidikan formal Sekoleh Dasar Negeri pada Dinas.

it Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
yah Dasar yang berada di Kecamatan.

tar unit pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Dasar
egeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1
ng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj,




Bagian Kedua
Susunan dan Strukiur Organisasi

1 Pasal 3
{1) Susunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal

Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari -
a. Kepala Sekolah: dan

5. Jabatan Fungsional.

<) Bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11 yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj,

BAB 111
TUGAS DAN FUNGS! SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesaru

Kepala Unit Pelaksana Teknis
%
_ : Pasal 4
i} Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
] ?]humt' 4 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan Sekolah Dasar N eger scbagal jenjang pendidikan pada
Jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan
Perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kepaly
unit pelaksana teknis menyelenggarakan fungsi | .
& pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Dasar
. Negeri;
'8 pelaksanaan kebijakan teknis pengglolaan
sarana dan prasarany serta kehumasan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaicsanaan pengelolaan Sekolah
Dasar Negeri;

peleksanaan administrasi unit pelaksany teknis; dan

& pelaksanaan [ungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas

. €an fungsinya.

f-.--: tugas Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud padi

Byat (1), meliputi :

& menyusun rencana program dan  kegiatan - unit pelaksana teknis

sebagai pedoman pelaksanaan LUgus;

B mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksunaan tugas;

£ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaun tugas dalam
Engicup unit pelaksana teknis untuk mengetahul  perkembangan

n 5

. mengikuti ralz'::ﬁiapat sesuai dengan bidang tugasnya;

£ melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;

L mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolabn

. Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan

 prasarana serta kehumasan;

§ mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

B mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan gury tenaga
fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta mcmbipa

Bubungan kerjasama dan peran serta masyarakat,

L mengoordinasikan dan  mengatur pelaksanaan Kegiatan

surikulum, kesiswaar,




egiatan kerjasama dengan instansi

Negara sesuaj ketentuan

tugas kedinasan lain

vang diperintahkan atasan sesua
idang tugasnya,

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

0mpok jabatan fungsional sebagaimana dimak

suruf b, terdiri dary jabatan tungsienal gury d

BEIAn  fungsional surl  sebagaimang dimaksud pada avat (1)
mEgaiarks dan membimbing  saty atau  lebih  marg pelajaran
Sasarkan kebutuhan Pengajaran di sekolah.

Btan fungsional Bury disamping fungsinya sehagai
B menjadi wali kelas berdasarkan keburuhan dan
ada Kepala Sekolah,

&N [ungsional pustakawan  melaksanakan operasionalisas
PUstakazn dan bertanggung_jawah kepada Kepala sekolah
Bbentukan, jenis Jenjang  dan  jumlah jabatan  fungsional Jain

s§aimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan oleh Bupat berdasarkan
Ritthan dan  beban Kerja sesum deng

tenaga pengajar
Bertanggungiawab

&n  peraturan Perundang-

BAB Iv
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesary
Jabatan

l
- Pasal 6
3t pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri,
oleh pejabat fungsional Eurll yang diberikan tugas tambahan.

) Bagian Kedua |
Pengangkatan dan Pemberhentian

- Pasal 7

Bunit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Neger|
mana dimaksud dalam Pasal 6, diangkat dan diberhentikan gleh
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB
TATA KERJA

Pasal 8

A unit pelaksana teknis, pejabat fungsional dan seluruk personi
B unit pelaksana teknis melaksanakan tHgas dan fungsi sesuai
8N ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan




g —

prnsip  hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
-simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta cfektifitas dan efisien.
Kepala unit pelaksana teknis melaksanakan sistem pengendalian internal
‘@i lingkungan organisasinya.
Kepela ‘unit  pelaksana teknis bertanggungjawal memimpin  dan
mengoordinasikan bawahan dan momberikan pengarahan serta petunjuk
Bagi pelaksanaan tugas bawahan,
‘Repala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya,
ala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan

; umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
Eatuan peraturar perundang-undangan,
@la unit pelaksana teknis dan seluruh personil dalam lingkungan unit
a teknis wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
pERyampaikan laporan sccara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara
toat wakiu kepada atasan masing-masing,

e unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
Vasarn, pemantauan, pengendalian, dan avaluasi, serta
sanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai

pala unit pelaksana teknis mengembangkan koordinasi dan kerjasama
3 instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan

#j2 dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

tor wilayah kecamatan merupakan unit kerja non struktural yallgg
mpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
jng tugasnya sebagai pejabat fungsional

mator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada avat (1]
8s melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan
di wilayah kerjanya,

mator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
gk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

gh koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pade ayat
pesuaiKan dengan kebutuhan Daerah

£ mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
ordinator wilayah kecamatan dapat menggunakan sarana dun
serta pegawai/stafl vang sebelumnya digpunakan oleh Unit

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

_ Pasal 10

Tutural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas
BSikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati
melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Kepala Unit Pelaksana

sdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB V1
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 1]
saat PeratUran Bupati inj mulai berlaky, Peraturan Bupati Pinrang
11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
kan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Finrang (Beritq Davrah
¥bupaten Pinrang Tahun 2014 Nomuor 11), dicabut dan dinyatakan tidak

Pasal 12
an Bupati ini mulai berlaky padea tanggal divndangkar.
T setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratumin
ati ini dengan PeEnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang,

Bngkan di Pinrang
nggal 4 SPewer 2018

RETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

| DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 25



LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI PINRANG |

NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN  UNIT  PELAKSANA

TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS

WFORMAL SEKCLAH

WPT Sekolah Dagar Negert 65 pip
BT Sekolah Dasar Negeri 96
BPT Sekolah Dasar Neger:
BPT Sekolah Dasar Neger)

T Sekolah Dasar Neger
PPT Sckolah Dasar Neger;
BT Sekolah Dagar Negeri
#1 Sekolah Dasar Neper
BT Sekolah Dasar Neger
Sekolah Dasar Negeri
£ Sekolah Dasar Negeri
T Sekolah Dasar Negeri
BT Sckolah Dasar Neger:
PT Sekolah Dasar Neger
#1 Sekolah Dasar Negeri
PT Sekolah Dasar Negeri
PT Sekolah Dasar Negeri
BT Sekolah Dasar Negeri
T Sekolzh Dagar Neger:
ekolah Dasar Negeri

Dasar N

BFTAR NAMA-NAMA UNJT PELAKSANA

Pinrang berkedudakan di
Pinrang berkeduduken di Kecam
97 Pinrang berkedudukan di Kecamartan Sy ppa;
Y8 Pinrarg berkedudukan d; Kecamatun
o9 Plorang berkedudykan e Recamaran
100 Pinrang berkedlUdukan dj Kecamatg
101 Pinrang berkedudulian di Kecamuy
102 Pinrang berkedudukan di Kecama
103 Pincany berkedudukan dj Kecama
104 Pinrang berkedudukan dj Kecama
105 Pinrung berkedudulkan di Kepamas
U Pinrang berkedudukun di Kecamat
LUV Pinrang berked tetukan d
108 Pinrang berkedudulan di
109 Pinrang berkedudulkun di
110 Pinrang berkedudula di
111 Pinrang berkedudulan dj
168 Pinrang berkedudukan di
181 Pinrang berkedudukan di
182 Pinrang berkedudukan dj
ahl Dasar Negeri 201 Pinrang berkedudukan di
egeri 202 Pinrang berkedudulian di

egeri 230 Pinrang Berkedudukan dj
Dasar Negeri 231 Pinrang berkedudukan
Dasar Negeri 73 Pinran B berkedudukan

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ]

PENDIDKAN

TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
DASAR NEGER| PADA DINAS

) DAN KEBUDAYAAN

Kecamatan Suppa;
atan sSuppa;

::iuppn;

Stippy,

1 Suppa,
E|n Suppa;
tan Suppa;
1N Suppa:
tan Suppa:
41 SUppa,
#Hi ‘-‘iuppa-u'.
Kecamutan Suppa;
Kecamatun Suppa;
Kecamatan Sy ppa

Kecamatan Suppa

Kecamatan Suppa;
Kecamatan Suppu;
Kecamatan Suppa:
Kecamatan Suppa,
Kecamatan Suppa:
Kecamatan Suppa,
i Kecamatan Suppa,

Kecamatan Suppu;
di Kecamatan Suppa;

di Kecamatan Mattire

' *kolah Dasar Negeri 76 Pinrang berkedudukan dj Kecamatan Mattiry
BSekolah Dasar Negeri 77 Pinrang berkeduduuian di Kecamatan Mattiro
Dasar Negeri 78 Pinrang berkedudiikan di Keeamatan Mattirg

sexoian Dasar Neger: 79 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Maturo

& Sexoiah Dasar Negeri éﬂ Pinrang  berkedudulkan g Kecamatan Mattirg
=xolah Dasar Negeri 8] Pinrang  berkedudukan di Kecamatan Mattirg

Vo
- _ET

Dasar Negesj 82 Pinrang berkedudukan di

Kecamatan

Matoi-:



\
o=

Sekolah Dusar Neger

: Sckolahh Dasar Newert

Matiro Buly,

#=1 Seckolah Dasar Neger
Mattiro Bulu,
T Sckolah Dasaw Negeri
iattiro Buly;
T Sekoluh Disar Neser:

p Buly;

% Sckolah Dasar Neger
Bttiro Bulu;
B Schkolah Dasar Negerd
0 Bulu;
BPT Sekolah Dasar . Negeri

F"‘ ‘Sekolah Dasar Negeri

NI Bu{u;

T Sekolah Dasar Neperi
Etiro Bulu;
~ Sckolah Dasar Negeri
iro Bulu;
PT Sckolah Dasar Negeri
Esturo Buly;
PT Sckolah Dasar Negeri
gthiro Bulu,
PT Sckolah Dasar Negen
@ttiro Bulu;
Sekolah Dasar Negeri
fattiro Bulu;
T Sekolah Dasar Negeri
giro Buly;
PT Sekolah Dasar Negeri
ftiro Bulu;
8 Sckolah Dasar Negeri

pitiry Buly;
_‘-Mﬂlah Dasiar Negeri 52

. Sekolah Dasar Negeri 53

[T Sckulah Dasar Negeri 54

—
o

4 St;koia.h Dasar Negern 55

' Sekalah Dasar Negesi

3% SSekolah Dasar Neper

:_'- Dasar Negen

=

Oty

UPT Sekolah Dasar Negeri 83 Pinrang

86 Pinrang berkédudukan di ke

berkedudukun di Kecamatus Matt:ry

ERbINralandl Serdaligg s

66 Poarang  beerfledudikens th Kecumita

179 Pinrang berkedudulan o ecmmatan
IS Prwvany beereaudukan B Gttty
190 Pinrang  bodkedudukan i ot tag
91 Pinrang berkedudukan di Kecamatun
208 Finrang  berkedudukan o Bl babd)
210 Pinrang herkedudukan di Joc SHmat iy
211 Pinrang berkedudukan di Kecamatan
237 Pivrang berkedudukan di hatvarmiata
238 Pinrang berkedudukan di Keeu TriLer
239 Mnrang berkedudulan di Kecamatun
275 Puirang berkedudukan di hevarmatiug
276 Pinrang berkedudukan i Kecmaig,
277 Pinrang berkedudukan di Keecumatan
278 Purang berkedudukan  di hecamatan
279 Pirang berkodudukan di ® STt
Pinrang berkedudukan di Kecamatin Mattirg
Piaraity berkedudulom di Kecamatan Matli,
Purrang berkedudukan di Kecamaran Maty |
Pinrang berkedudukan di Keeamotan Mattira

Pinrang: berkeoudul.wn di
57 Pinrang  herkedadalnn di

04 Pinrang berkedudukan di

(5 LS H 8 5 e BT
Kevarmonm

Kecamatun

R

By

Mattum

63 Pinrang berkedudukan di Kecumatan Matug.
T Sekolah Dasar Negeri 66 Pusrang berkedudukan di Kecamsuim Matn
» .
§8 Sekolah Dasar Negen: 72 Pinrang berkedudukan di Kecamatun Mattiy

B s Bl wae

P —



Sﬂmlah Dasar Neperi 17
> Sompe,

Sckulnh Dasar Neger  |u2
0 Sompe;

Stkﬂiah Dasar Negeri 193 Pintrany
S\Dﬂlpl..,

T Scim!ﬂh Dasar Negeri 205 Pinrang berkedudukan di Kecamatan
o Sompe;

=]

Pinrang  berkedudukan di Kecamatin
Fiarang  berkedudukan M oo

berkedudukan KwsErmaiy

s Dasar Negeri 200 Pinrang  Derkediudukan o) hecamatain
F0 Sompe;

S Sekolah Dasar Negenn 207 Sranyy berkedudulom i Krvumatoang

> Sompe,

r&lmla}- Dasar Negeri 232 Pinrang

© Sompe;
_;;.-:.. dlah Dasar Negeri 283 Pinrang berkeduduken di

berkedudulean  di hvewmmata)

et
D Sompe;
sekolah Dasar ‘Negen 284 Pinrang  berkedudukan o Recamatin
S50 Sompe; .
‘Sekolah Dasar Negeri Inpres Bery berkedudukan di Kecamuias,
6 Sompe;

Jasar Negeri lnpres: Mukuriug bernedudukan dy ECEE T T
0 Sompe;

iSekolah Dasar Negeri Inpres Labolong lwerke dudukan Jdf Revamsato
B0 Socipe;

‘S=solah Dasar Negeri Inpres Kuapa berkedudukan di Kecwmara,

mo Sompe; .

smolah Dasar Negeri | Plnrang beckedugukan di Recamarie Watio

Dasar Negert 3 Pinrung |n rhedudukan i Keoamain Woie
felol=n Dasur Negeri 4 Pinrang berkedudukan Kecamaan Watang
8 Dasar Negen 5 Purang berkedudukan di K TR Wit
Dasur Neveri 6 Pinrang herkedudulian i Keeamuitan Watoin
Dasar Negen: 8 Pinraneg berkedudulan b Kecamuuin Watnna
=l Dasar Negeni 9 Pinrang berkeducubkan Jf Kecamatag Wit 4
Dasar Negeri 12 Pinmng berkeduduban o Kecamumtan Watin

B Dasar Negeri 16 Pinrang berkedudukan di Kevamatan Watany
Dasar Negen 20 Pinrang berkedudukun di Keearmatan Wit o
2 Dasar Negeri 21 Pinrang berkedudulan di Kecafiatmn Wattan;
b Dasar Negeri 22 Pinrang berkedudukan di Kecamntun WaLiLm;
h Dasar Négcri 23 Pinrang berkedudukan ! Kecamamn Wit s
folah Dasar Negtri 161 Pinrang berkedudukan di Kecamatin Watan

___:‘ Da.mr Negen 174 Pinrang berkedudukan di Kecamatin Wﬂli;,ng

¥

mlah Dasar Negeri 187 Pinrung berkedudukan di Kecamatar Wittse s



e .

lapres Libakung

Batulappa,

berkedudulkan el

e IOy 5 Pinrang berkedudukan d Kecamsaran

Paleteang.
UPT Sekolah Dasar Negeri 26 Pinrang berkedudukan g Kecamaran
Pu.'a::-.re.u:g:
UPT Sekolah Dasar Neger: 27 Prarang verkedudukan o Kecamatan
Paleteang
UPT Sekolah Dasar Negeri 162 Pirang berkedudukan di Kecamaran
Paleteang:
UPT Sckolah Dasar Negeri 171 Pinrang berkedudukan g Kecamaray
Paleteang;
UPT Sekolah Dasar Negeri 172 Finrany Berkedudukan o Kecamatay
?akf;ea::g;
UPT Sekeolah Dasar Negeri 184 Plirang Derkedudukan i Kecamatan
Paleteang,
UPT Sekolah Daggr Negeri 214 Pintrang I:c-r]u.-dudukan di Kecamaiun
?a.le:ttemg:
UPT Sekolah Dasar MNegeri 240 Pinrang berkedudukan gj Kecamatan
Paleteang;

- UPT Sekolah Dasar Negeri 247 Pinreng berkedudulan o Keeamitaug
Paleteang:
UPT Sekolah Dasar Negeri 248 Pinrang berkedudukan o Kesamatun
Faie*.-;:.-ulg;
UPT Sekolah Dasar Negeri 251 Fiilrang berkedudukan dl Kecamatap
Pa_‘.et-:mg:
UPT Sekolan Dasar Negeri 289 Pirang beskedudilean di Kecamatuy
Pa.ieta:&.ng,
UPT Sekolah Dasar Inpres Palia berkedudukan di Kecamatan Paleteang:
UPT Sekolah Dasar Inpreg Faleteang Perkedudukan di Kecamatan Paleteang:
UPT Sekoluh Dasar Negeri 124 Pinrang Berkedudulan ¢ Kecamatan
Batulappa:
UPT Sekolah Dasar Neger: 125 Pinrang berkedudukan 4 Kecamatan
Batulappa;
UPT Sekolah Dasgr Negeri 151 Pinrang berkedudukan dj Keécamatan
Batulappa;
UPT Sekolah Dasar Negeri 154 Pityring verkedudukan d; Keeamatan
Batulappa:
UPT Sekolah Dasar Negeri 184 Aitrang berkedudukan i Recamaray
Batulappa;
UPT Sekolah Dasar Negerp 108 Plrang berkedudulan i-.::uam.:f,m
Batulappa;

. UPT Sekolah Dasar Negeri 219 Fusrang  berkedudulan di Kecamatun
Batulappa;

#. UPT Sekolah Dasar Neger: 2467 Pinrung  berkeduduken di Kecamautas:
Batulappa,
UPT Sekolah Dasar Neper|, 274 Pitrang berkedudukan ¢ Kecamatan
Batulappa;
UPT Sekolal Dasar Negeri 245 Pinrang berkedudukan di Kecamatan
Batulappa:
UPT Sekolah Dusar Inpres Beruppy be setudulan oi Kecamatan Batulappa:
UPT Sckolah Dasar lepres Kamp.  Bar berkedudukan d Kecamatys,
Batulappa;
UPT Sekolah Dasar Inpres Bacukily derkedudukan df Kecamatan Batulappa
UPT Sekolah Dasar

Ke caAiaAl &




LAMPIRAN ]

PERATURAN BUPAT! PINRANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

STRUKTUR ORGANISAS! UNIT FELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGER!
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
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